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ABSTRAK 

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah pedesaan 
Indonesia. Artikel ini memaparkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilaksanakan melalui 
program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Opo, dengan fokus pada edukasi pencegahan pernikahan dini berbasis 
pendekatan dakwah dan pemberdayaan remaja. Kegiatan PkM ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal 
(PRA) yang meliputi wawancara mendalam dengan lima narasumber kunci (Imam Desa, Pejabat Desa, Kepala 
Madrasah, dan dua tokoh masyarakat), penyuluhan, serta pendampingan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan 
bahwa pernikahan dini di Desa Opo dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, kekhawatiran orang tua terhadap 
pergaulan bebas remaja, serta kehamilan di luar nikah. Meskipun angka pernikahan dini cenderung menurun dalam 
tiga tahun terakhir, praktik ini masih terjadi dengan alasan yang kompleks. Luaran kegiatan PkM meliputi peningkatan 
pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, terbentuknya kesepakatan kolaborasi lintas sektor 
antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan, serta tersusunnya rekomendasi program pencegahan 
berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Pendekatan dakwah oleh tokoh agama terbukti menjadi strategi yang paling 
diterima masyarakat dibandingkan pendekatan legal-formal. 

Kata kunci: edukasi, pernikahan dini, dakwah, pemberdayaan remaja 

PENDAHULUAN  
Pernikahan merupakan ikatan sakral yang 

mempersatukan dua individu dalam suatu keluarga [1], 
[2]. Namun, ketika pernikahan dilakukan pada usia yang 
terlalu muda, dampak yang ditimbulkan bersifat 
multidimensional, mencakup aspek kesehatan fisik, 
kesiapan mental, kelangsungan pendidikan, hingga 
stabilitas ekonomi rumah tangga [3], [4], [5]. Di 
Indonesia, pernikahan dini atau perkawinan anak masih 
menjadi isu serius yang memerlukan perhatian berbagai 
pihak, termasuk perguruan tinggi melalui kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat [6], [7]. 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas 
usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 
menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi 
perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, setara 
dengan batas usia minimal bagi laki-laki [8], [9]. 
Kebijakan ini merupakan respons terhadap 
meningkatnya kesadaran akan dampak negatif 
pernikahan dini terhadap perkembangan anak dan 
remaja [10]. Meskipun demikian, regulasi saja tidak 
cukup tanpa adanya intervensi sosial di tingkat akar 
rumput. 

Meskipun regulasi telah diperketat, praktik 
pernikahan dini masih ditemukan di berbagai daerah, 

terutama di wilayah pedesaan dengan akses terbatas 
terhadap pendidikan dan informasi. Data UNICEF Tahun 
2021 menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk 
dalam sepuluh negara dengan angka perkawinan anak 
tertinggi di dunia [11]. Badan Pusat Statistik Tahun 
2022 mencatat bahwa prevalensi pernikahan anak di 
Indonesia masih berada pada angka 10,35%, dengan 
disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan 
pedesaan [12]. Kondisi ini menunjukkan adanya 
kesenjangan antara kebijakan nasional dengan realitas 
sosial di tingkat lokal. 

Desa Opo merupakan salah satu wilayah di mana 
fenomena pernikahan dini masih cukup sering terjadi. 
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari aparat 
desa, dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun 
terakhir, angka pernikahan dini di desa ini 
menunjukkan kecenderungan menurun, namun 
praktiknya masih berlangsung dengan berbagai faktor 
penyebab yang kompleks. Kondisi geografis desa yang 
relatif terpencil, tingkat pendidikan masyarakat yang 
masih rendah, serta kuatnya pengaruh tradisi dan 
norma sosial menjadi tantangan tersendiri dalam upaya 
pencegahan pernikahan dini. 

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam 
mengatasi permasalahan sosial di masyarakat melalui 
program pengabdian kepada masyarakat sebagai salah 
satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi [13], [14], [15], 
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[16]. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan 
wahana yang tepat untuk mengimplementasikan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam 
memecahkan permasalahan nyata di masyarakat, 
termasuk isu pernikahan dini [17], [18], [19]. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab pernikahan dini di Desa Opo berdasarkan 
perspektif berbagai pemangku kepentingan; 
memberikan edukasi dan penyuluhan kepada 
masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini; 
memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam upaya 
pencegahan pernikahan dini; serta menyusun 
rekomendasi program pencegahan berkelanjutan 
berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini diharapkan 
memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka 
pernikahan dini di Desa Opo. 

METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dilaksanakan di Desa Opo pada periode pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam As’adiyah. 
Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Rural 
Appraisal (PRA), yaitu metode pengabdian yang 
menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam 
mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi 
secara kolaboratif [20], [21], [22]. Pendekatan PRA 
dipilih karena relevansinya dengan konteks masyarakat 
pedesaan yang membutuhkan keterlibatan langsung 
dalam setiap tahap kegiatan. Kegiatan PkM ini 
dilaksanakan dalam empat tahapan utama yang 
terstruktur: 
Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan 
pemerintah Desa Opo, identifikasi narasumber kunci, 
penyusunan instrumen wawancara semi-terstruktur, 
serta penyiapan materi edukasi. Tim KKN melakukan 
observasi awal terhadap kondisi sosial-budaya 
masyarakat desa untuk memetakan permasalahan yang 
relevan. 
Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam (in-depth interview) terhadap lima 
narasumber kunci yang dipilih secara purposif 
berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam isu 
pernikahan dini. Kelima narasumber tersebut meliputi 
Imam Desa Opo sebagai representasi tokoh agama; 
Pejabat (Pj) Desa sebagai representasi pemerintah desa; 
Kepala Madrasah sebagai representasi lembaga 
pendidikan; Bapak Sudi sebagai representasi 
masyarakat umum; dan Bapak Sule sebagai representasi 
tambahan masyarakat. Wawancara berlangsung selama 
30–60 menit per narasumber dengan menggunakan 
pedoman wawancara yang menggali informasi 
mengenai faktor penyebab, dampak, persepsi sosial, 
upaya pencegahan, dan rekomendasi terkait pernikahan 
dini. 
Tahap Pelaksanaan Edukasi dan Penyuluhan 

Berdasarkan temuan awal dari wawancara, tim 
KKN merancang dan melaksanakan kegiatan edukasi 
yang meliputi penyuluhan tentang dampak pernikahan 
dini dari perspektif kesehatan, psikologis, dan sosial-

ekonomi kepada masyarakat; diskusi kelompok terarah 
(Focus Group Discussion/FGD) dengan tokoh 
masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan remaja; serta 
pendampingan remaja melalui kegiatan positif yang 
bertujuan meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk 
melanjutkan pendidikan. 

 
Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
teknik analisis tematik (thematic analysis) yang 
meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan [23]. Proses analisis dilakukan 
secara kolaboratif oleh tim KKN untuk memastikan 
keakuratan interpretasi. Evaluasi kegiatan dilakukan 
melalui refleksi bersama dengan pemangku 
kepentingan desa untuk menilai ketercapaian tujuan 
dan merumuskan rencana tindak lanjut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Gambaran Umum Pernikahan Dini di Desa Opo 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat 
(Pj) Desa Opo, diketahui bahwa dalam kurun waktu 
satu hingga tiga tahun terakhir, angka pernikahan 
dini di desa ini cenderung mengalami penurunan. 
Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya peraturan 
serta himbauan dari pemerintah terkait batas usia 
pernikahan. Pada tahun pelaksanaan KKN, tercatat 
hanya satu kasus pernikahan dini yang terjadi di 
Desa Opo. Meskipun angka kasus tergolong rendah, 
fenomena ini tetap menjadi perhatian karena 
menyangkut masa depan generasi muda. 

Pemerintah desa secara rutin memberikan 
himbauan kepada masyarakat agar mematuhi batas 
usia pernikahan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat 
kendala karena sebagian keluarga merasa khawatir 
jika pernikahan ditunda akan terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan. Temuan ini sejalan dengan 
penelitian Muntamah et al. yang menunjukkan 
bahwa meskipun regulasi telah ada, 
implementasinya di tingkat lokal menghadapi 
tantangan berupa tekanan sosial dan kekhawatiran 
moral yang sering kali lebih dominan daripada 
pertimbangan hukum formal [24]. 

2. Identifikasi Faktor Penyebab Pernikahan Dini 
Hasil wawancara dengan kelima narasumber 

mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab 
pernikahan dini di Desa Opo yaitu kehamilan diluar 
nikah, faktor ekonomi dan kekhawatiran orang tua 
terhadap pergaulan bebas.  

Imam Desa menjelaskan bahwa pernikahan 
dini sering kali dianggap sebagai solusi ketika terjadi 
kehamilan di luar nikah. Dalam situasi tersebut, 
pernikahan dipandang sebagai jalan keluar untuk 
menghindari aib sosial yang lebih besar. Temuan ini 
sejalan dengan hasil penelitian Nariswari yang 
menunjukkan bahwa kehamilan pranikah menjadi 
salah satu pemicu utama pernikahan anak di 
berbagai daerah [25].  

Menurut catatan desa yang disampaikan oleh 
Pj Desa Opo, faktor ekonomi menjadi alasan paling 
dominan dalam terjadinya pernikahan dini. Kondisi 
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ekonomi keluarga yang terbatas membuat sebagian 
orang tua memilih untuk menikahkan anaknya lebih 
cepat dengan harapan beban ekonomi keluarga akan 
berkurang. Perspektif ini mencerminkan 
pemahaman yang keliru mengenai fungsi 
pernikahan, karena pernikahan dini justru sering 
kali memperburuk kondisi ekonomi mengingat 
pasangan muda belum memiliki keterampilan dan 
kesiapan untuk mandiri secara finansial [26], [27].  

Hasil wawancara dengan Bapak S dan Bapak Y 
menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap 
perilaku remaja yang menjalin hubungan tanpa 
ikatan pernikahan menjadi salah satu alasan utama 
orang tua menikahkan anaknya lebih cepat. 
Fenomena ini mencerminkan adanya ketakutan 
sosial yang mendorong keputusan pernikahan dini. 
Orang tua lebih memilih anaknya menikah muda 
daripada berisiko melakukan perbuatan yang 
dianggap melanggar norma agama dan sosial. 
Temuan ini konsisten dengan penelitian Rumble et 
al. dan Svanemyr et al. yang mengidentifikasi 
kekhawatiran moral sebagai faktor pendorong 
utama pernikahan dini di masyarakat pedesaan [28], 
[29]. 

3. Dampak Pernikahan Dini 
Para narasumber menyoroti berbagai dampak 

negatif pernikahan dini yang menjadi materi utama 
dalam kegiatan edukasi PkM, mencakup tiga dimensi 
utama yaitu Pertama, dari aspek kesehatan, 
narasumber menyebutkan bahwa perempuan yang 
menikah pada usia muda menghadapi berbagai 
risiko kesehatan. Kondisi fisik yang belum 
sepenuhnya matang membuat perempuan rentan 
mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. 
Aditya menegaskan bahwa kehamilan pada remaja 
berisiko lebih tinggi terhadap preeklampsia, anemia, 
hingga kematian ibu [30]. Informasi ini menjadi 
bahan edukasi penting yang disampaikan dalam 
penyuluhan kepada masyarakat. Kedua, dari aspek 
kesiapan mental, Imam Desa menjelaskan bahwa 
pernikahan pada usia terlalu muda berpotensi 
menimbulkan berbagai permasalahan pasca-
pernikahan karena pasangan belum memiliki 

kesiapan emosional untuk mengelola kehidupan 
rumah tangga. Konflik akibat ketidakmatangan 
emosional sering kali berujung pada 
ketidakharmonisan keluarga, bahkan perceraian. Hal 
ini diperkuat oleh temuan Setyanto et al. yang 
menunjukkan korelasi kuat antara pernikahan dini 
dengan tingginya angka perceraian dan kekerasan 
dalam rumah tangga [31]. Ketiga, dari aspek 
pendidikan, narasumber menekankan bahwa 
pernikahan dini sering kali memutus akses 
pendidikan remaja, terutama perempuan, sehingga 
membatasi peluang mereka untuk mengembangkan 
potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi di masa depan. Wodon et al. 
memperkirakan bahwa pernikahan anak 
menyebabkan kerugian ekonomi global yang 
signifikan akibat hilangnya produktivitas tenaga 
kerja perempuan [32]. 

 
4. Persepsi Sosial dan Stigma 

Hasil wawancara menunjukkan adanya 
perbedaan persepsi mengenai stigma sosial terhadap 
perempuan yang belum menikah. Imam Desa 
menyatakan bahwa secara umum tidak terdapat 
stigma sosial terhadap perempuan yang belum 
menikah pada usia tertentu. Namun, Kepala 
Madrasah memiliki pandangan berbeda, 
menyebutkan bahwa dalam percakapan sehari-hari 
masih terdapat anggapan “perawan tua” terhadap 
perempuan yang belum menikah. Perbedaan 
persepsi ini menunjukkan bahwa stigma sosial tidak 
bersifat merata di seluruh lapisan masyarakat, tetapi 
tetap hadir dalam diskursus sosial desa. Temuan ini 
memperkaya pemahaman bahwa intervensi edukasi 
perlu menyasar perubahan paradigma sosial secara 
bertahap [7]. 

5. Efektivitas Pendekatan Edukasi dalam Kegiatan 
PkM 

Kegiatan PkM ini menemukan bahwa 
pendekatan edukasi yang paling efektif di Desa Opo 
adalah melalui integrasi dakwah dan pemberdayaan 
remaja. Hasil kegiatan menunjukkan beberapa 
temuan penting terkait strategi pencegahan: 

 
Gambar 1. Seminar Edukasi Pernikahan Dini 

Pendekatan Dakwah oleh Tokoh Agama 
Imam Desa menegaskan bahwa cara yang 

paling efektif untuk menekan angka pernikahan dini 
adalah melalui pendekatan dakwah. Penyampaian 
nasihat dan edukasi secara Islami dinilai lebih efektif 

dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat 
memaksa. Para imam masjid bersama pihak KUA 
secara rutin memberikan edukasi bahwa pernikahan 
pada usia terlalu muda berpotensi menimbulkan 
berbagai permasalahan. Pendekatan berbasis nilai 
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agama ini lebih dapat diterima masyarakat karena 
sejalan dengan konsep pendidikan masyarakat yang 

menekankan pentingnya pendekatan kultural dalam 
perubahan perilaku [29], [33]. 

 

 
Gambar 2. Pendekatan Dakwah 

Pemberdayaan Remaja oleh Pemerintah Desa 
Pemerintah desa telah melakukan berbagai 

upaya, meliputi pemberian himbauan kepada 
masyarakat agar mematuhi batas usia pernikahan 
serta pemberdayaan remaja melalui kegiatan positif 
seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, 
dan kegiatan keagamaan. Pendekatan ini bertujuan 
mengalihkan perhatian remaja dari dorongan 
menikah muda ke arah pengembangan diri. Kegiatan 
PkM turut mendukung upaya ini dengan melibatkan 
remaja dalam program pendampingan dan diskusi 
interaktif. 
Peran Lembaga Pendidikan 

Kepala Madrasah menyoroti pentingnya peran 
tokoh agama dan lembaga pendidikan dalam 
memberikan pemahaman mengenai risiko 
pernikahan dini dari sisi kesehatan dan kesiapan 
mental. Melalui pendidikan formal dan non-formal, 
remaja dapat dibekali pengetahuan tentang 
perencanaan keluarga dan pentingnya kesiapan 
sebelum menikah. Tim PkM bekerja sama dengan 
madrasah dalam menyelenggarakan sesi edukasi 
bagi siswa dan orang tua. 
Partisipasi Masyarakat 

Masyarakat Desa Opo, sebagaimana 
diungkapkan oleh Bapak Sudi dan Bapak Sule, juga 
mulai menyadari pentingnya edukasi berkelanjutan. 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa diperlukan 
edukasi yang lebih intensif agar masyarakat dan 
remaja memiliki pemahaman yang lebih baik 
mengenai kesiapan memasuki kehidupan 
pernikahan. Respons positif masyarakat terhadap 
kegiatan PkM ini mengindikasikan adanya 
keterbukaan untuk berubah yang perlu 
ditindaklanjuti secara berkelanjutan. 

KESIMPULAN  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 

program KKN di Desa Opo telah berhasil 
mengidentifikasi dan mendokumentasikan fenomena 
pernikahan dini secara komprehensif serta memberikan 
intervensi edukatif yang diterima baik oleh masyarakat. 
Fenomena pernikahan dini di Desa Opo masih terjadi 
meskipun angkanya cenderung menurun dalam tiga 
tahun terakhir, dengan faktor penyebab utama meliputi 
faktor ekonomi, kekhawatiran orang tua terhadap 
pergaulan bebas remaja, serta kehamilan di luar nikah. 

Dampak pernikahan dini mencakup aspek kesehatan, 
kesiapan mental, dan terputusnya pendidikan. 

Kegiatan PkM ini menghasilkan beberapa luaran 
penting yaitu peningkatan pemahaman masyarakat 
tentang dampak negatif pernikahan dini melalui 
penyuluhan dan FGD; terbentuknya kesepakatan 
kolaborasi lintas sektor antara pemerintah desa, tokoh 
agama, dan lembaga pendidikan; tersusunnya 
rekomendasi program pencegahan berkelanjutan; serta 
terdokumentasinya data empiris tentang faktor 
penyebab dan dampak pernikahan dini yang dapat 
menjadi dasar kebijakan desa. Pendekatan dakwah oleh 
tokoh agama terbukti menjadi strategi yang paling 
diterima masyarakat, sehingga direkomendasikan 
sebagai basis utama program pencegahan di masa 
mendatang. 
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